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Pembahasan revisi Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum atau Pemilu
baru akan dimulai tahun 2026.
Namun, aroma panas dalam proses
pembahasannya sudah mulai tercium.
Apalagi, putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait uji materi
Undang-undang Pemilu mesti
ditindaklanjuti dengan revisi undang
undang oleh Pemerintah dan DPR.
Ada sejumlah putusan MK yang
seksi untuk menjadi pembahasan

Revisi UU Pemilu

Parliamentary Threshold
Diusulkan Naik Hingga 7 Persen

nasional dan lokal.
Ketua Komisi Il DPR, Rifginizamy
Karsayuda menjelaskan perumusan
draf revisi UU Pemilu bakal
dilaksanakan pada 2026. Komisi Il
akan mempertimbangkan berbagai
masukan yang diterima Komis
‘Wakil Sekjen DPP Partai Hanura,

I DPR.

h tidak lolos ambang

Jika sistem presidential di Indonesia
telah meniadakan ambang batas
(presidential threshold nol persen),
maka seharusnya sistem legislatif
juga menempuh langkah yang sama.
Demekrasl ﬂdak boleh berjalan

Ahmad Irianto
jutaan suara rakyat terbuang sia-
sia akibat aturan ambang batas

partisipasi
rakyat hanya karena angka ambang
batas bukanlah cerminan keadilan,

memperjuangkan perubahan menuju
sistem yang lebih inklusif,” ujarnya.

Perjuangan ini bukan sekadar
tentang kursi parlemen, tetapi
tentang mengembalikan makna
sejati suara rakyat agar setiap
warga negara memi
yang sama untuk didengar dan
diperhitungkan.

Perdebatan mengenai angka
parliamentary threshold apakah

atau
threshold sebesar 4 persen. Suara

terkait k
ambang batas parlemen, lalu
ketentuan pemisahan pemilu

menjadi bagian

yang
dari kedaulatan rakyat, malah tidak

dihitung hanya karena partai yang

rakyat itu sendiiri.

“Sudah saatnya partai-partai
non parlemen, akademisi, dan
seluruh elemen masyarakat bersatu

atau justru
dinaikkan menjadi menai
Konrdmator Nasional Jaringan

ndidikan Pemilih untuk Rakyat
(]PPR) Rendy Umboh

kesempatan

a angka pariiamentary treshold
tidak relevan jika diturunkan. “Lebih
baik naik menjadi 5 hingga 7 persen,”
usulnya.

Lalu, bagaimana tanggapan DPR?
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR, Ahmad Doli Kurnia mengaku
akan menampung usulan dan aspirasi
di JPPR. “Kita pertimbangkan dan
akan dibahas,” katanya.

Untuk melihat lebih jauh
bagaimana pandangan Ahmad Doli
Kurni dan Rendy Umboh terkait
usulan angka parliamentary treshold
naik menjadi 5 hingga 7 persen,

berikut ya.

RENDY UMBOH, Koordinator Nasional JPPR

Kami Usulkan Naik
5 Sampai 7 Persen
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Alternatif diturunkan
tidak relevan dengan
putusan MK yang
menghendaki
penyederhanaan

- ‘\;\Janai politik.

AHMAD DOLI KURNIA, wakil Ketua Baleg

Usulan JPPR Akan

Kami Pertimbangkan

(14

RI 5 persen, ya mungkin
provinsinya 4 persen, dan
kabupaten kota 3 persen.

Mungkin terjadi gradasi
dan nggak perlu sama,
ya. Misalnya kalau DPR

la mengusulkan angka parfia-

mentary threhold dinaildcan menjaci

§hlingga 7 persen- Bisa Auda jelaskan?
Jadi begini, put

sekitar 5 hingga 7 persen.

Kenapa tidak ditur unkan?
Alternat tidak relevan

ruh menghitung ulang [)urlmm(ltmr\'
theshold Ada yang bilang diturunkan.
Padahal putusan MK No 116 itu tidak
Bl el G A BRI
hilang hahwa angka parliamentary
theeshold adalab operr legel policy
Kebijakan pembuat undang undang

Lalu, muncul pertanyaan dinaikkan
atau diturunkan. Bagi JPPR, ada dua
argumentasi. Pertama. penycderha-
naan partai politik. Yang kedua, soal
suara terbuang kan

Dalam konteks pelenl partai

dengan putusan xu\wx 1g menghendaki
penyederhanaan partai Politik. Terme
suk dengan argumentasisuara terbuang.
tidak relevan jika hanya dit

1.9 persen protes harena tidak lolos ke
Senayan dan suaranya terbuang.

Pun jika angka pe liameteary
threshold diturunkan menjadi 1
persen, maka ada partai nanti yang
dapat 0.9 persen protes juga.

Bisa Andu jelaskan?
Begini. Suira yang terbuang ti
relevan dengan penurunan angka
parliamentary threshold, Jika, angka
parliamentary threshold diturunkan

‘menja rsen, (e n
partal yang protes karena partai yx
Tanya e suaraz9

politik dan penyederhanaan partai
politik, maka angka parliamen-
tary threshold harus naik dong dari

Aaka. kita mengusulkan naik

luhk lolos 1« DPR
angla par lmm:-nul ry

maka partai y:

g mrndap-nk.m suara

B i jujika angka
parliamentary threshold ditvmmkan?
JPPR tidak setuju diturunkan
Karena diturunkan sampai berapa pun
telap nanti ada potensi suara terbuang,

Lalu, apa saran Anda?
Harus pilih dengan p.m._m yang
ekstrim. dinaikkan 5 it

Gt liaIiaDs ik il b,
Diturunkan tidak pernah, pendelcatan.
nya tidak tepat. Jadi itu, mau diturunkan
sampai berapapun tidak tepat. Lebih
baik dinolkan. itu maksudnya. m REN

Ada usulan dari JPPR mengenai
angka parliamentary threshold naik
menjadi 5 hingga 7 persen. Apa
respons Anda?

Menurut saya, usulan yang dis-
ampaikan olch leman teman dari
IPPR ini progresif. ya. Tapi. memang,
usulan yang diungkapkan agak
ekstrim. ya

Jadi, kalau memang isunya adalal
soal tidak ada suara yang tersisa
Mau berapapun presentasinya parfi
mentary threshold ya tetap ada suara
yang tersisa.

Tapi kalau isunya tentang mem-
hangun stahilitas pemerintahan

ya penyederhanaan paitai politik.
Dan angka parliamentary thres-
hold sebesar 5 hingga 7 persen
relevan

Anda pandangannya, bagaimana?
Memang perti ada threshald, kalan
saya

Kalau kami menginginkan
Jjangan hanya di pusat saja, tapi juga
di provinsi maupun kabupaten, kota.

Nah, besarannya bagaimana?
Nanti kita rumuskan dan dibicara
Kan, misalnya mau besarannya berapa.

Di provinsi dan kabupaten tetap
skl parliadicatiiy, tieshold s
hingga 7 per

Mungkin te r}ndl & Rradasi dan nggak
Terkait nsulan dari JPPR jika perln sama, ya Misalnya kalan DPR
pacliamentary threshold naik sien- RIS persen. ya mungkin provinsinya
Jjadi 5 hingga 7 persen? 4persen, dan kabupaten kota 3 persen.

Ya, kalau saya sih sctufu, parlia
mentary threshold persen.
= angka parliamentary threshold
erlaku di setiap tinglatan.

Apakah usulan ini akan dibawa
dalam RUU Pemilu?
Oh iya, harus. It menjadi salah
ali yaiy B dkan dibicianit
e 3 Ang‘.udnng Pemilu
yang akan pasti usul
dari 'JPPR akan Kita batias dan per-

aksud Anda parfiamentary
threshold ini tidak hanya di DPR
RI, tetapi juga di DPRD Provi

pun di DPRD Kab: Kot
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